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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
berkat dan Rahmat Nya kami dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dapat menyusun Rancangan Akhir
Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun
mengacu kepada Renstra Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027,
diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pengambilan kebijakan
dan pelaksanaan kegiatan kondisi tahun ini dan tahun yang akan datang
masih diyakini dapat dilaksanakan dengan dukungan maksimal dari Instansi
terkait dan Mitra Kerja lainnya.

Tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
ini diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan
yang lebih berhasil guna dan dapat di pertanggung jawabkan karena semua
Kebijakan, Program, Sasaran, dan Kegiatan yang dilaksanakan sudah
mengacu pada Rencana Strategis.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dengan
baik, menghasilkan dokumen Rencana Strategis yang bermakna dan
berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar pada

tahun 2024, kami sampaikan terima kasih.
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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar tahun 2025 merupakan
dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pematangsiantar Tahun 2022-2027 dan penyusunannya berpedoman pada
RKPD Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung
jawab Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pematangsiantar. Oleh karena itu pemerintah Kota Pematangsiantar dalam
menjamin penyelenggaraan pemerintah penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan -efektif,
efisien, dan tepat sasaran maka seluruh organisasi Perangkat Daerah (ODP)
dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, setra Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pemerintah Kota Pematangsiantar telah ~menetapkan rencana
Pembangunan jangka Menengah yang mengacu kepada mekanisme
perencanaan nasional. Rencana kerja ini merupakan rencana tahunan sebagai
penjabaran dan rencana starategis yang sifatnya lebih detail dalam rangka
menghasilkan perencanaan yang sistematis dan konsisten, menyusun dan
merumuskan strategi yang mengarah pada pencapaian program jangka
panjang, jangka menengah dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah
ditetapkan dengan rencana yang lebih terukur dengan mengorganisasikan
secara sistematis untuk mencapai tujuan, mengukur secara rinci kinerja dan
umpan balik yang dihasilkan dengan logis, terorganisasi dan sistematis.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar membuat Rencana
Kerja yang merupakan rencana kegiatan tahunan dengan penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2025 yang memuat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta
pagu anggaran. Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak Kota
Pematangsiantar dapat terarah dan berhasil dalam kurun waktu 1 (satu)

tahun sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.



Penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar yang bertujuan untuk menjaga
konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara
simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan
pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar ,
evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja
terhadap pencapaian Renstra, selanjutnya Renja Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangs iantar
Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Mempedomani sebagaimana penjelasan di atas, penyusunan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2025
ini akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Kota
Pematangsiantar dan akan dijadikan sebagai dasar penyusunan
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang akan dianggarkan pada
RAPBD Kota Pematangsiantar untuk setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan RencanaKerja Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023
tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan
daerah;

13. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022

14. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar

1. 3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pematangsiantar adalah untuk:

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak
ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis,
komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.
Dokumen yang disusun ini sebagai Rencana Kerja Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

tahun 2025 dengan maksud wuntuk mewujudkan sinergitas antara

perencanaan, penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan antara bidang serta
efisien alokasi berbagai sumber daya yang ada, sehingga dokumen bagi

pemangku kepentingan yang berhubungan erat dengan pencapaian kinerja.



Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah untuk
memetakan kebutuhan berbagai sumber di bidang sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak selama 1 (satu) tahun ke depan secara
jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam
mewujudkan tujuan pembangunan di bidang sosial dan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak serta mempermudah pelaksanaan kegiatan
selama 1 ( satu ) tahun ke depan. Secara sistematis dapat digambarkan
tentang tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah
sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam
bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025;

2. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan, sub kegiatan Tahun
2025;

3. Optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis perangkat daerah

4. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan
BAB 1V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BABV :PENUTUP



BAB 11

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dimaksudkan untuk
mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dalam menjalankan program
dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung
terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang
menyebabkan target tidak tercapai. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan
Renstra serta faktor pendukung dan penghambat tersebut selanjutnya
digunakan sebagai bahan penting untuk perumusan rencana
kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk pencapaian indikator kinerja
tahun mendatang.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah dengan rata —
rata sebesar 97,91 %;

2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah dengan rata
- rata sebesar 100 %;

3. Realisasi Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dengan rata - rata
capaian sebesar 92,95 %

4. Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023 sebesar 93,18 % .

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023, dapat dianalisa
bahwa sebahagian besar pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak Kota
Pematangsiantar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun telah mencapai target
kinerja yang telah direncanakan dengan predikat Tinggi.

Perkiraan capaian kinerja Tahun 2024 diprediksi lebih rendah dari tahun
2023, dimana pada pelaksanaan beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
terdapat ketidak sesuaian dengan Jadwal yang telah ditetapkan pada Rencana
Aksi, hal ini diakibatkan bertambahnya Kkriteria/persyaratan pada
pelaksanaan kegiatan dan lambatnya proses pengadaan barang/ jasa sehingga
mengakibatkan kegiatan belum dapat dilaksanakan.

Target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.29

sebagai berikut :



REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024

TABEL T-C. 29

KOTA PEMATANG SIANTAR

NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi

. Target Capaian target Renstra
Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Pr:lir:m PD s/d tahun berjalan
Target Kinerja | Target Kinerja Kegiatan
Capai Hasil P
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program apalan ast’ Frogram /Sub .
. . Program dan Keluaran . Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah dan (Outcomes) / Kegiatan/Sub . Kegiatan .
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan kegiatan (Renstra PD) /Kegiatan/Su (Renja Capaian Tingkat
& g &t g Tahun 2022- b Kegiatan Realisasi Peran ]kat Program C; i jan
2027 s/dtahun | TargetRenjaPD | RenjaPD | Tingkat Daergah dan Re:lisasi
2022 tahun 2023 tahun Realisasi (%) Tahun Kegiatan Target
2023 s/d tahun
2024 9
) berjalan (n- Renstra (%)
1)
1 2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=(10/4)
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase PSKS (Potensi
1 06|02 SOSIAL Sumber Kesejahteraan 70 % 0 55 % 0 0 50% 0 0
Sosial) yang aktif
Pengembangan Potensi Sumber |Persentase Pengembangan
1 06|02 |2.03 Kesejahteraan Sosial Daerah Potensi Sumber Kesejahteraan 100 % 0 100 % 0 0 100% 0 0
Kab/ Kota Sosial Daerah Kab/ Kota
Peningkatan Kemampuan Jumlah Orang mendapat
Potensi Pekerja Sosial Peningkatan Kapasitas Pekerja
1 106102 ]2.03 (01 Masyarakat Kewenangan Sosial masyarakat Kewenangan 33 orang 0 33 orang 0 0 33 orang 0 0
Kab/ Kota Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Jumlah Tenaga Kesejahteraan
Potensi Tenaga Sosial Kecamatan Kewenangan
1 |oe|oz |2.03 |02 Kesejahteraan Sosial Kab/ Kota yang meningkat 239  orang 0 239 orang 0 0 239 orang 0 0
Kecamatan Kewenangan kapasitasnya kewenangan
Kab/ Kota Kabupaten/Kota
PROGRAM REHABILITASI Persentase Capaian SPM
1 06 |04 SOSIAL Bidang Sosial 100 % 0 100 % 0 0 100% 0 0
Rehabilitasi Sosial Dasar Persentase penanganan
Penyandang Disabilitas Rehabilitasi Sosial Dasar
Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas
1 06|04 [2.01 Lansia Terlantar,serta Terlantar, Anak Terlantar, 100 % 0 100 % 0 0 100% 0 0
gelandangan pengemis di luar [Lansia Terlantar,serta
panti Sosial gelandangan pengemis di luar
panti Sosial




Penyediaan Permakanan

Jumlah Orang yang
mendapatkan Pemenuhan
Kebutuhan Permakanan sesuai

0604 |2.01 |01 610 orang 610 orang 610 Orang
dengan standar gizi minimal
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang menerima
Pakaian dan kelengkapan
06|04 [2.01 |02 lainnya yang tersedia dalam 1 610  orang 610 orang 610 Orang
Tahun Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang
mendapatkan Alat Bantu dan
06|04 [2.01 |03 Alat Bantu Peraga sesuai 40 orang 40 orang 40 Orang
kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberian Pelayanan Jumlah Orang yang
Reunifikasi Keluarga mendapatkan pelayanan
06|04 |2.01 |04 Reunifikasi Keluarga 10 orang 10 orang 10 Orang
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberian Bimbingan Fisik, |Jumlah peserta bimbingan
06lo4 |2.01 los Mental, Spiritual dan Sosial [fisik,mental,spritual dan sosial 610 orang 610 orang 610 Orang
kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberian Bimbingan Sosial |Jumlah Peserta Bimbingan
Kepada Keluarga Sosial kepada keluarga
Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, |Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut
06|04 |2.01 |06 Lansia Terlantar, Serta Usia Terlantar serta 610 orang 610 orang 610 Orang
Gelandangan, Pengemis, Gelandangan Pengemis dan
dan Masyarakat Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pembuatan Nomor |Jumlah Orang yang terpenuhi
Induk Kependudukan, Akta |kebutuhan pembuatan nomor
Kelahiran, Surat Nikah dan |Induk Kependudukan, Akta
0604 |2.01 |07 Kartu Identitas Anak Kelahiran, Surat Nikah dan 5 orang 5 orang 5 Orang
Kartu Identitas Anak bagi
Penyandang Disabilitas
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberian Akses ke Jumlah Orang yang
Layanan Pendidikan dan mendapatkan Akses ke Layanan
0604 |2.01 |los Kesehatan Dasar Pendidikan dan Kesehatan 25 orang 25 orang 25 Orang
Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberian Layanan Data Jumlah Orang yang
dan Pengaduan mendapatkan Layanan Data dan
06|04 |2.01 |09 Pengaduan Kewenangan 50 orang 50 orang 50 Orang

Kabupaten/Kota




Pemberian Layanan

Jumlah Orang yang

Kedaruratan mendapatkan pelayanan
06|04 |2.01 |10 50 orang 50 orang 50 Orang
kedaruratan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberian Layanan Jumlah Orang yang
Penelusuran Keluarga mendapatkan Pelayanan
06|04 |2.01 |11 Penelusuran keluarga 50 orang 50 orang 50 Orang
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberian Layanan Jumlah Orang yang
06|04 [2.01 |12 Rujukan mendapatkan Layanan Rujukan 4 orang 4 orang 4 Orang
Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN |Persentase Verifikasi dan
06|05 JAMINAN SOSIAL Validasi Data Cakupan 100 % 100 % 100
Penerima Bantuan Sosial
Pengelolaan data fakir miskin Persentase Capaian Pengelolaan
06los |2.02 cakupan daerah Kab/ Kota data fakir miskin cakupan 100 % 100 % 100
daerah Kab/ Kota
Pendataan Fakir Miskin Jumlah Fakir Miskin Cakupan
06|05 |2.02 |01 Cakupan Daerah Kab/ Kota |Daerah Kabupaten/Kota yang 19,178 Orang 94,987 Orang 94.987
. Orang
didata
Pengelolaan Data Fakir Jumlah Keluarga yang
Miskin Cakupan Daerah mendapatkan pengentasan Keluarg 150
06 (05 2.02 [;02 Kabupaten/Kota Fakir Miskin Cakupan 150 Keluar 150 a Keluarga
Kabupaten/Kota ga
Fasilitasi Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima
Manfaat (KPM
anfaat ( ) yang . Keluar Keluarg
06|05 |2.02 |03 mendapatkan Bantuan Sosial 66 o 63 a 63 Keluarga
Kesejahteraan Keluarga &
Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENANGANAN Persentase Korban Bencana
BENCANA yang menerima Bantuan Sosial
06|06 selama masa tanggap darurat 100 % 100 % 100
Perlindungan Sosial Korban Persentase Perlindungan Sosial
06loe |2.01 Bencana Alam dan Sosial Korban Bencana Alam dan 100 % 100 % 100%
Kabupaten/Kota Sosial Kabupaten/Kota
Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang
mendapatkan Permakanan 3x1
06|06 |2.01 |01 Hari dalam Masa Tanggap 120 Orang 120 Orang 5 Orang
Darurat (Pengungsian)
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang
mendapatkan Pakaian dan
Kelengkapan Lainnya yang
06 (06 |2.01 |02 tersedia pada Masa Tanggap 30  Orang 30 Orang 10 Orang

Darurat (Pengungsian) dan
Pasca Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota




Penyediaan Tempat

Jumlah Tenmpat Pengungsian

o6lo6 [2.01 |03 Penampungan Pengungsi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Penanganan Khusus bagi Jumlah Orang yang
Kelompok Rentan mendapatkan Penanganan
06|06 [2.01 |04 Khusus bagi Kelompok Rentan 5 Orang 5 Orang 5 Orang
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pelayanan Dukungan Jumlah Korban Bencana yang
Psikososial mendapatkan Layanan
06|06 |2.01 |05 Dukungan Psikososial 10 Orang 10 Orang 10 Orang
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
06 (06 (2.02 Terhadap Kesiapsiagaan Terhadap Kesiapsiagaan 100 % 100 % 100%
Bencana Kabupaten/Kota Bencana Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sosialisasi dan |Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Taruna Siaga |melaksanakan
Bencana Koordinasi,Sosialisasi dan
06|06 |2.02 |02 Pelaksanaan Taruna Siaga 24 Orang 24 Orang 24 Orang
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Pemeliharaan
06|07 TAMAN MAKAM PAHLAWAN Taman Makam Pahlawan 100 % 100 % 100%
Nasional
Pemeliharaan Taman Makam Persentase Pemeliharaan Taman
06lo7 |2.01 Pahlawan Nasional Makam Pahlawan Nasional 100 % 100 % 100%
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Dokumen Hasil
Prasarana Taman Makam Rehabilitasi serta Pemeliharaan
Pahlawan Nasional Sarana dan Prasarana Taman Dokum
06107 (2.01 Kabupaten/Kota Makam Pahlawan Nasional 1 en 1 1 Dokumen
Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman Jumlah Makam yang terpenuhi
Makam Pahlawan Nasional |pemeliharaannya pada Taman
06l07 [2.01 |02 Kabupaten/Kota Makam Pahlawan Nasional 888 855 Makam 855 Makam
Kabupaten/Kota Makam
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN
0802 PEREMPUAN Indeks Pembangunan 3750 % 35.85 % 35,85 %

Gender




Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender

Persentase Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender (PUG)

ogloz2 [2.01 (PUG) pada Lembaga pada Lembaga Pemerintah 100 % 100 % 100%
Pemerintah Kewenangan Kab/ |Kewenangan Kab/ Kota
Kota
Advokasi Kebijakan dan Jumlah Perangkat Daerah yang
Pendampingan mengikuti Advokasi Kebijakan
Pelaksanaan PUG termasuk |dan Pendampingan
PPRG Pelaksanaan Pengarusutamaan
08|02 |2.01 |03 Gender (PUG) termasuk 33 OPD 33 OPD 33 OPD
Perencanaan Pembangunan
Responsif Gender (PPRG)
Kewenangan Kabupaten/Kota
Sosialisasi Kebijakan Jumlah Perangkat Daerah yang
Pelaksanaan PUG termasuk |mengikuti Sosialisasi Kebijakan
PPRG Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) termasuk
08|02 [2.01 |04 Perencanaan Pembangunan 33 OPD 33 OPD 33 OPD
Responsif Gender (PPRG)
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perempuan Persentase Pemberdayaan
Bidang Politik, Hukum,Sosial Perempuan Bidang
dan Ekonomi pada Organisasi Politik,Hukum,Sosial dan
08 (02 (2.02 Kemasyarakat Kewenangan Ekonomi pada Organisasi 100 % 100 % 100%
Kabupaten/Kota Kemasyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
Sosialisasi Peningkatan Jumlah Dokumen Hasil
Partisipasi Perempuan di Sosialisasi Peningkatan
Bidang Politik, Hukum, Partisipasi Perempuan di Bidang Dokum Dokum
08102 |2.02 (01 Sosial dan Ekonomi Politik, Hukum,Sosial dan 1 en 1 en 1 Dokumen
Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan |Persentase Penguatan dan
Lembaga Penyedia Layanan Pengembangan Lembaga
Pemberdayaan Perempuan Penyedia Layanan
08102 |2.03 Kewenangan Kabupaten/ Kota |Pemberdayaan Perempuan 100 % 100 % 100%
Kewenangan Kabupaten/ Kota
Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga Penyedia
Sumber Daya lembaga Layanan Pemberdayaan
Penyedia Layanan Perempuan Kewenangan
08102 |[2.03 (02 Pemberdayaan Perempuan |Kabupaten/Kota yang mendapat 20 Lemba 20 Lembag 20 Lembaga
Kewenangan Advokasi dan Pendampingan ga a

Kabupaten/Kota




Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi
(KIE) Pemberdayaan

Jumlah Dokumen Komunikasi
Informasi dan Edukasi (KIE)
Pemberdayaan Perempuan

12
08|02 (2.03 )06 Perempuan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Dokum 12 Dokum Dokumen
Kabupaten/Kota yang tersedia en en
PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase Korban
os|o3 PEREMPUAN Kekerasan Perempuan yang 100 % 100 % 100%
mendapat layanan
Pencegahan Kekerasan Persentase Pencegahan
terhadap Perempuan Lingkup Kekerasan terhadap Perempuan
08103 |2.01 Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Daerah 100 % 100 % 100%
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan sinkronisasi |Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi dan Sinkronisasi
Program dan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Program
o8lo3 |2z.01 lo1 Pencegahan Kekerasan dan Kegiatan Pencegahan 1 Dokum 1 Dokum 1 Dokumen
terhadap Perempuan Kekerasan Terhadap Perempuan en en
Lingkup Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Layanan Konseling
0804 KUALITAS KELUARGA Keluarga 100 % 100 % 100%
Peningkatan Kualitas Keluarga |Persentase Peningkatan Kualitas
dalam Mewujudkan Kesetaraan |Keluarga dalam Mewujudkan
oglos [2.01 Gender (KG) dan Hak Anak Kesetaraan Gender (KG) dan 100 % 100 % 100%
tingkat daerah Kab/ Kota Hak Anak tingkat daerah Kab/
Kota
Pengembangan Kegiatan Jumlah Laporan Pengembangan
Masyarakat untuk Kegiatan Masyarakat untuk
peningkatan kualitas Peningkatan Kualitas Keluarga Lapora
0804 [2.01 |03 keluarga kewenangan Kab/ |Kewenangan Kabupaten/Kota 42 n 42 Laporan 42 Laporan
Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK Persentase Kelurahan Ramah 0 0 o
08|06 ANAK Anak 80 % 70 % 70%
Pelembagaan PHA pada Persentase Pelembagaan PHA
Lembaga Pemerintah, Non pada Lembaga Pemerintah, Non
os8loe |2.01 Pemerintah, dan Dunia Usaha Pemerintah, dan Dunia Usaha 100 % 100 % 100%
Kewenangan Kab/ Kota Kewenangan Kab/ Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi |Jumlah Dokumen Hasil
Pelembagaan Pemenuhan Koordinasi dan Sinkronisasi
o8los 12.01 lo2 Hak Anak Kewenangan Pelembagaan Pemenuhan Hak 1 Dokum 1 Dokum 1 Dokumen
en en

kab/ Kota

anak Kewenangan
Kabupaten/Kota




Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup

Persentase Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan

0 ) )
08106 ]2.02 Anak Kewenangan Kab/ Kota Kualitas Hidup Anak 100 % 100 % 100%
Kewenangan Kab/ Kota
Penyediaan Layanan Jumlah Anak yang
Peningkatan Kualitas Hidup |mendapatkan layanan
oglos [2.02 |01 Anak Kewenangan Kab/ Peningkatan Kualitas Hidup 47 orang 47 orang 47 Orang
Kota Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi |Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Kualitas Hidup Anak Pelaksanaan Peningkatan Dok Dok 12
08 |06 |2.02 [0z : b ) ) s 12 ofum 12 olum
Tingkat Daerah Kualitas Hidup Anak en en Dokumen
Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi |Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Pendampingan |Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Kualitas Hidup |Pelaksanaan Peningkatan Dokum Dokum
08|06 (2.02 )03 Anak Tingkat Daerah Kualitas Hidup Anak 1 en 1 en 1 Dokumen
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase Pengaduan Korban
oglo7 KHUSUS ANAK kekerasan anak yang 100 % 100 % 100%
ditangani
Pencegahan Kekerasan Persentase Pencegahan
terhadap anak yang melibatkan |Kekerasan terhadap anak yang
0 0 )
0807 (2.01 para pihak lingkup daerah melibatkan para pihak lingkup 100 % 100 % 100%
kab/kota daerah kab/kota
Koordinasi dan Sinkronisasi |Jumlah Dokumen Koordinasi
Pencegahan Kekerasan dan Sinkronisasi Pencegahan Dokum Dokum
08107 (2.01 (03 terhadap Anak Kewenangan |Kekerasan terhadap Anak 6 en 6 en 6 Dokumen
kab/kota Kewenangan kab/kota
Penyediaan Layanan bagi Anak |[Persentase Layanan bagi Anak
yang memerlukan yang memerlukan Perlindungan
Perlindungan Khusus yang Khusus yang memerlukan
08 (07 (2.02 memerlukan Koordinasi tingkat |Koordinasi tingkat daerah 100 % 100 % 100%
daerah kabupaten/kota kabupaten/kota
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi
Sinkronisasi Pelaksanaan dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Anak yang Pendampingan Anak yang
08lo7 12.02 |oe memerlukan Perlindungan |memerlukan Perlindungan 1 Dokum 1 Dokum 1 Dokumen
Khusus Kewenangan Khusus Kewenangan en en

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota




Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
bagi Anak yang memerlukan

Capaian Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi Anak

0807 ]2.03 perlindungan khusus tingkat yang memerlukan perlindungan 100 % 100 100 100%
daerah Kabupaten/Kota khusus tingkat daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi |Jumlah DokumenKoordinasi
Peningkatan Kapasitas dan Sinkronisasi Peningkatan
Sumber Daya Lembaga Kapasitas Sumber Daya
Penyedia Layanan Anak Lembaga Penyedia Layanan
o8lo7 12.03 |o7 yang memerlukan Anak yang memerlukan 3 Dokum 1 Dokum 1 Dokumen
perlindungan khusus perlindungan khusus tingkat en en
tingkat daerah daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN |Nilai AKIP Perangkat Daerah
06|01 PEMERINTAHAN DAERAH B B cC B cC
Perencanaal.l, ?eng?nggaran Capaian Perencanaan,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat |po, 021 00aran dan Evaluasi 100 % 100 % 100 %
Daerah Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokum 3 Dokum 3 Dokumen
Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah
en en
Jumlah Dokumen RKA -SKPD
Koordinasi dan Penyusunan |dan Laporan Hasil Koordinasi
Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- 1 Dokum 1 Dokum 1 Dokumen
en en
SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Penyusunan |Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
L ian Ki j Ki ja SKPD L Hasil
aporan.Capalan . 1ne-r]a 1nerj.a S . dan Laporan Hasi 3 Lapora 3 Dokum 3 Dokumen
dan Ikhtisar Realisasi Koordinasi Penyusunan Laporan n en
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Capaian Kinerja Pengelolaan
0, 0, 0,
0601 12.02 Perangkat Daerah Administrasi Keuangan 100 % 100 % 100%
Penyediaan Gaji dan Jumlah orang yang menerima
06|01 |2.02 |01 Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN 40 orang 40 orang 40 Orang
Administrasi Umum Perangkat | Capaian Kinerja Pengelolaan
06|01 |2.06 . . 100 % 100 % 100%
Daerah Administrasi Umum
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen
06lo1 12.06 o1 Instalasi listrik/penerangan |Instalasi Listrik/Penerangan 12 Paket 12 Paket 12 Paket
bangunan kantor Bangunan Kantor yang
disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
06|01 |z.06 |02 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 12 Paket 12 Paket 12 Paket

disediakan




Penyediaan Peralatan

Jumlah Paket Peralatan Rumah

06|01 [2.06 |03 Rumah Tangga Tangga yang disediakan 12 Paket 12 Paket 12 Paket
Penyediaan Barang Cetakan |Jumlah Paket Barang Cetakan
06|01 [2.06 |04 dan Penggandaan dan Penggandaan yang 12 Paket 12 Paket 12 Paket
disediakan
06|01 12.06 los Penyediaan Bahan Logistik |Jumlah Paket _Bah.an Logistik 12 12 12 12 12 Paket
Kantor Kantor yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat Lapora
0601 |2.06 |09 SKPD Koordinasi dan Konsultasi 90 n 90 Laporan 90 Laporan
SKPD
Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausaan 12 Dokum 12 Dokum 12
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD en en Dokumen
Pengadaan Barang Milik Capaian Kinerja Pengadaan
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Penunjang
06 (01 [2.07 Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 100%
o6lo1 12.07 los Pengadaa}n Peralatan dan ]um_lah U_mt Peralatar} da}q 5 Unit 5 Unit 5 Unit
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Capaian Kinerja Penyediaan
06|01 |2.08 Urusan Pemerintah Daerah Jasa Penunjang Urusan 100 % 100 % 100%
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan
. . . . L
06|01 |2.08 |02 K-Omunlkjclsl, -Sumber Daya ]a.sa Kom-um¥<a51, Sum.ber.Daya 12 apora 12 Laporan 12 Laporan
Air dan Listrik Air dan Listrik yang disediakan n
Penyediaan Jasa Pelayanan |Jumlah Laporan Penyediaan
06|01 |2.08 |04 Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Lapora 12 Laporan 12 Laporan
yang disediakan n
Pemeliharaan Barang Milik Capaian Kinerja Pemeliharaan
06|01 |2.09 Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Penunjang 100 % 100 % 100%
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan, Biaya Dinas atau kendaraan Jabatan
Pemeliharaan dan Pajak yang dipelihara dan dibayarkan ] ) .
06|01 |2.09 |01 Kendaraan Perorangan pajaknya 4 Unit 4 Unit 4 Unit
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
06101 |2.00 lo2 Pemeliharaan Peralatan dan |Jumlah Peralatan dan Mesin 13 Unit 13 Unit 13 Unit

Mesin Lainnya

Lainnya yang dipelihara




2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024 berdampak
langsung kepada masyarakat sebagai berikut :

a. Pemberian bantuan permakanan bagi Penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia dan gelandangan pengemis di luar panti
sosial;

b. Pemberian bantuan berupa bahan pangan bagi korban bencana alam
maupun sosial;

c. Pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak inflasi;

d. Verifikasi dan Validasi data penerima bantuan sosial;

e. Pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan

anak.

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel T-C.30 sebagai berikut :



TABEL T-C. 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

KOTA PEMATANG SIANTAR

PERLINDUNGAN ANAK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
NO Indikator SPM/STANDAR IKK Cata_ta_n
NASIONAL Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13
1. Persentase penurunan PPKS/PMKS - - - 0.05% 0.06% 0,07% 0,02 % 0,04% 0.06% 0,07%
2. Persentase capaian SPM Bidang Sosial - - - 100% 100% 100% 100% 98,68% 100% 100%
Persentase Penyandang Disabilitas
terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia SPM BIDANG
Terlantar serta Gelandangan dan SOSIAL - 100% 100% 100% 100% 99,91% 100% 100%
Pengemis yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di Luar Panti
3 | Indeks Pembangunan Gender IKK - 36% 36.50% 37% 95.82% N(;Z‘;‘i”;igsu 36.50% | 100%
4 Persentase Anggaran Responsif Gender IKK - 100% 100% 100 % 35.80% 4,41% 100% 100 %
(ARG) pada belanja Lansung APBD
5 |Persentaseanak korban kekerasan yang IKK - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ditangani
P tase korban kek
e | crsentase korban kekerasan IKK - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perempuan yang mendapat layanan
P t: korban kek Anak
7 | crsentaseikorban kekerasan Ana IKK - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
yang mendapat layanan




2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya
signifikan dimasa mendatang.

Suatu permasalahan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau
sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang.

Salah satu layanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial pada Permendagri No.59
Tahun 2021 yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar
a. Panti;
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
Rehabilitasi Sosial Dasat Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan
pengemis di luar panti;

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska

N o s W N

bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.
Berdasarkan permasahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka
dirumuskan isu penting pada urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak yaitu :
1. Belum optimalnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
(PPKS);
2. Belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota
Pematangsiantar;
3. Belum optimalnya tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
dan anak.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rumusan target kinerja beserta rencana program/kegiatan yang akan
dilaksanakan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2025 berpedoman kepada kerangka
perencanaan strategis dalam dokumen Rencana Strategis
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pematangsiantar Tahun 2022-2027. Pada dokumen Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2025, data yang digunakan adalah
data perencanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2027. Ekstraksi data rencana

kegiatan, pagu indikatif maupun target kinerja tahun 2024 pada dokumen
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tersebut merupakan asumsi awal perencanaan yang akan dilaksanakan dalam
rangka pencapaian kinerja utama Perangkat Daerah.

Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

dapat dilihat pada Tabel T-C.31 pada halaman berikut :



TABEL T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2025
KOTA PEMATANGSIANTAR

NAMA OPD : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
O catatan
i ikati Pentin
Program/Kegiatan/sub Lokas Indikator Kinerja Target Pagu indikatif Program /Kegiatan Lokas Indikator K Target Kebutuhan Dana a
Kegiatan capaian (Rp.000) capaian (Rp.000)
1 2 B a s 6 7 s ° 10 11 12
Persentase Pengembangan Persentase Pengembangan
Pengembangan Potensi Dinsos | Potensi sumber Pengembangan Potensi Dinsos | Potensi sumber
Sumber Kesejahteraan e Kesejahteraan Sosial Daerah 100 %6 383,213,407 Sumber Kesejahteraan Paa | Kesejahteraan Sosial 100 % 135,000,000
Sosial Daerah Kab/ Kota Gty i Sosial Daerah Kab/ Kota Brrate Caetay) (Eatm
. K Jumlah © dapat
Peningkatan Kemampuan Jumlah Orang mendapat Peningkatan Kemampuan e B e e ™
Potensi Pekerja Sosial Dinsos [Peningkatan Kapasitas 55 Orang 103,280,754 Potensi Pekeria Sosial pinsos | oo Al masyarakat |36 orang 55.000.000
Masyarakat Kewenangan Kab/ P3A  |Pekerja Sosial masyarakat Masyarakat Kewenangan Kab/ P3A | Kamenangan
Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Kota Kabupaten/ikota
Sumlah Tenaga Jumlah Tenaga
Peningkatan Kemampuan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kemampuan Kesejahteraan Sosial
Potensi Tenaga Kesejahteraan | Dinsos [Kecamatan Kewenangan 230 Orang 270,032,655 Potensi Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kewenangan 230 Orang 80,000,000
Sosial Kecamatan PaA  |Kkab/Kotayang meningkat Sosial Kecamatan Kab/ Kota yang meningkat
Kewenangan Kab/ Kota kapasitasnya kewenangan Kewenangan Kab/ Kota kapasitasnya kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
) Persentase penanganan Persentase penanganan
RehalEiiice So=icl Brsce Rehabilitasi Sosial Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas _ ey erE ) B e Penyandang Disabilitas e T
Terlantar, Anak Terlantar, Dinsos | Terantar, Anak Terlantar, 100 %6 CEEEEREED Terlantar, Anak Terlantar, Dinsos | Terantar, Anak Terlantar, 100 %6 CEEEEEEED
Lansia Terlantar,serta S i eliphery Lansia Terlantar,serta bl
esiandancanipeaosmisioy gelandangan pengemis di luar EEIENEEEER PEREETS U gelandangan pengemis di
luar panti Sosial Errr e luar panti Sosial (VED (err Ceen
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
mendapatkan Pemenuhan mendapatkan Pemenuhan
Penyediaan Permakanan Pinsos  |kebutuhan Permakanan 610 orang 361.176.606 Penyediaan Permakanan Kebuwhan Permakanan 610 orang 125,000,000
P3A  |sesuaidengan standar gizi P3A  |sesuaidengan standar gizi
minimal Kewenangan minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Sumlah Orang yang menerima Jumlah Ofang yang
o Pakaian dan kelengkapan "k“el"‘e":‘a Palka_”a" dan
Penyediaan Sandang nS2° [1ainnyayang tersedia datam 1 610 Orang 186,678,300 Penyediaan Sandang o | iy ¥ang 610 Orang 60,000,000
Tahun Kewenangan ersedia dalam ahun
Kabupaten/Kota WKewenangan
Kabupaten/Kota
SumTER Ofang yang SamTah Ofang yang
oin mendapatkan Alat Bantu dan i mendapatkan Alat Bantu dan
Penyediaan Alat Bantu SOS | Alat Bantu Peraga sesuai 40 orang 96,275,813 SOS | Alat Bantu Peraga sesuai 50 Orang 50,000,000
P3A  |kebutuhan Kewenangan P3A | kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Surmiah Orang yang Tendapatkan pelayanan
Pemberian Pelayanan Dinsos |mendapatkan pelayanan Pemberian Pelayanan Dinsos
poli s delin o | Reunifikas Keluarga 10 orang 4,590,450 it iy o | Reunifikasi Keluarga 15 orang 1,800,000
Kewenangan Kabupaten/Kota KR ETAE Y Y OcPhion
. . Jumlah peserta bimbingan . fisik.mental.spritual dan
Pemberian Bimbingan Fisik, Dinsos | pritoal Gan cosial | 610 orang 12,241,200 Pemberian Bimbingan Fisik, Dinsos .me sp 610 Orang 41,000,000
Mental, Spiritual dan Sosial EEVNE ) Dt o Mental, Spiritual dan Sosial P3A  |Sosial kewenangan
ewenangan Kabupaten/iKo KabUpatenftcots
Jumlah Peserta Bimbingan Lumian Pesera Simbingan
Pemberian Bimbingan Sosial Sosial kepada keluarga Pemberian Bimbingan Sosial B reabilias
Kepada Keluarga Penyandang Penyandang Disabilitas Kepada Keluarga Penyandang v i
Disabilitas Terlantar, Anak Dinsos |Terlantar,Anak Disabilitas Terlantar, Anak Dinsos |1 erantar.Anak
. N - - 610 Orang 4,590,450 y : Terlantar.Lanjut Usia 610 Orang 8,800,000
Terlantar, Lansia Terlantar, P3A |Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, Lansia Terlantar, P3A
e 5 | T Al . Terlantar serta Gelandangan
Serta Gelandangan, Pengemis, Terlantar serta Gelandangan Serta Gelandangan, Pengemis, Pengemis dan Masyarakat
dan Masyarakat Pengemis dan Masyarakat dan Masyarakat Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupatenfi<ots.
s Sumiah O
Jumlah Orang yang terpenuhi vmiah Grand yang
terpenuhi kebutuhan
. kebutuhan pembuatan nomor .
Fasilitasi Pembuatan Nomor i Kt Mo Fasilitasi Pembuatan Nomor pembuatan nomor Induk
Induk Kependudukan, Akta Dinsos ot Induk Kependudukan, Akta Dinsos |Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat Nikah dan 5 O 1,530.150 10 o 1,125,000
Kelahiran, Surat Nikah dan P3A  |Kartu Identitas Anak bagi rang Kelahiran, Surat Nikah dan P3A | Kelahiran, Surat Nikah dan rang
Kartu ldentitas Anak Ponyandang Disabilitas Kartu Identitas Anak Kartu Identitas Anak bagi
Penyandang Disabilitas
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kewenangan
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
Pemberian Akses ke Layanan Dinsos | s Pemberian Akses ke Layanan A e oo
i dan K Y 25 orang 8.160.800 dan Y 25 orang 9.000.000
P3A  |Kesehatan Dasar Kesehatan Dasar
Dasar Dasar
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumiah Orang yang ‘“‘"‘?" Q::"ga’a"g Dat
5 5 . mendapatkan Layanan Data
Pemberian Layanan Data dan Dinsos |mendapatkan Layanan Data Pemberian Layanan Data dan Dinsos
Penneiian on” | aan Pongadunn Rawenangan 50 Orang 13,261,300 Penaeiiom Faa |d2n Pengaduan 50 Orang 6,000,000
Kabupaten/Kota REBGERAAota
Jumlah Orang yang e orang yang
Pemberian Layanan Dinsos |mendapatkan Pelayanan Pemberian Layanan mendapatkan Pelayanan
50 Orang 5.100,500 Penelusuran keluarga 50 Orang 1,200,000
Penelusuran Keluarga P3A  |Penelusuran keluarga Penelusuran Keluarga Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
/i<ota.
Sumiah Orang yang Jumiah Orang yang
S D
Pemberian Layanan Rujukan INSOs |mendapatkan Layanan 4 orang 5,100,500 Pemberian Layanan Rujukan NSos | mendapatkan Layanan 15 orang 2,380,000
P3A  |Rujukan Kewenangan P3A | Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengelolaan data fakir Persentase Capaian Pengelolaan data fakir Persentase Capaian
miskin cakupan daerah Kab/ Pengelolaan data fakir miskin 100% 159.211.536 miskin cakupan daerah Kab/ Pengelolaan data fakir 100% 995,406,830
Kota n daerah Kab/ Kota Kota miskin n daerah Kab/
i ik . Jumlah Fakir Miskin Cakupan e Jumlah Fakir Miskin
Pendataan Fakir Miskin Pinsos | paerah kabupaten/Kota yang | 90.238 orang 78,419,616 Pendataan Fakir Miskin Pinsos | cakupan Daeran Ba.824 100,000,000
Cakupan Daerah Kab/ Kota P3A | gaoia Cakupan Daerah Kab/ Kota P3A o hupatenicotm yang didata orang
- Terpenuhinya Keluarga
Terpenuhinya Keluarga Panarima Manfaat (<P
. i Bant Sosial Di Denenma Mantaat (sev = i Bant Sosial yang mendapatkan bantuan 700
asilitasi Bantuan Sosial insos |0 Thendapatkan bantan 66 K 80,701,020 asilitasi Bantuan Sosial ™ > s05,406,830
Kesejahteraan Keluarga P3A Kesejahteraan Keluarga sosial kesejahteraan Keluarga

sosial kesejahteraan keluarga
kewenangan Kabupaten/Kota

keluarga kewenangan
Kabupaten/Kota




Perlindungan Sosial Korban

Persentase Perlindungan

Perlindungan Sosial Korban

Persentase Perlindungan

Dinsos |Sosial Korban Bencana Alam . Dinsos |Sosial Korban Bencana
Bencana Alam dan Sosial e | leom Seten tee e e 100% 99,969,800 Bencana Alam dan Sosial e | A st Semien 100% 101,000,000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota A e
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
mendapatkan Permakanan mendapatkan Permakanan
Penyediaan Makanan Dinsos |3x1 Hari dalam Masa 120 Orang 64,266,300 Penyediaan Makanan Dinsos |3x1 Hari dalam Masa 120 oOrang 70,000,000
P3A Tanggap Darurat P3A [Tanggap Darurat
(Pengungsian) Kewenangan (Pengungsian) Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
JurMTan Ofang yang
J lah O
umiah Orang yang mendapatkan Pakaian dan
mendapatkan Pakaian dan
p Kelengkapan Lainnya yang
DO Kelengkapan Lainnya yang i tersedia pada Masa
; . i
Penyediaan Sandang INSOS  |tersedia pada Masa Tanggap 30 orang 12,241,200 Penyediaan Sandang insos P 30 Orang 15,000,000
P3A = P3A |Tanggap Darurat
Darurat (Pengungsian) dan N
(Pengungsian) dan Pasca
Pasca Bencana Kewenangan e,
Kabupaten/Kota Bspsanakpygrangan
. . . Jumlah Tempat
Penyediaan Tempat Dinsos |Jumlah Tempat Pengungsian 1 Unit 15,301,500 Penyediaan Tempat Dinsos | 0 aian Kewenangan 1 Unit 10.000.000
Penampungan Pengungsi P3A  [Kewenangan Kabupaten/Kota Penampungan Pengungsi PaA [ e
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
Penanganan Khusus bagi Dinsos |Mendapatkan Penanganan Penanganan Khusus bagi Dinsos |Mendapatkan Penanganan
9 9 Khusus bagi Kelompok 5 Orang 3,060,300 9 9 Khusus bagi Kelompok 10 Orang 3,000,000
Kelompok Rentan P3A Kelompok Rentan P3A
Rentan Kewenangan Rentan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Korban Bencana yang Jumran K‘z‘ma"‘:""l_ﬂ““
yang mendapatkan Layanan
Pelayanan Dukungan mendapatkan Layanan 10 Orang 5.100.500 Pelayanan Dukungan e e i 20 Orang 2,000,000
Psikososial Dukungan Psikososial Psikososial
Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
- Persentase Pemeliharaan . Persentase Pemeliharaan
PROGRAM PENGELOLAAN Dinsos PROGRAM PENGELOLAAN Dinsos
5 A AN MAKAM DAL AVWAN b |Taman Makam Pahlawan 100% 18,810,134 | 5. [ M PA L AWAN ban |Taman Makam Pahlawan 1009 32,726,250
Nasional Nasional
Pemelinaraan Taman Makam CareEEeD Fomlizasy Pemeliharaan Taman Makam Carearizes oz
Pahlawan Nasional aman Makam Pahlawan 100 % 18,810,134 Pahlawan Nasional aman Makam Pahlawan 100 % 32,726,250
Nasional Kabupaten/Kota Nasional Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Makam yang Jumlah Makam yang
Pemeliharaan Taman Makam terpenuhi pemeliharaannya Pemeliharaan Taman Makam terpenuhi pemeliharaannya
Pahlawan Nasional pada Taman Makam 876 Makam 18,810,134 Pahlawan Nasional pada Taman Makam 876 Makam 32,726,250
Kabupaten/Kota Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
PROGRAM PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN IndeKks Pemb PENGARUSUTAMAAN IndeKks Pemb
6. |cENDER DAN e ohs Pembangunan 36 indeks 145,379,771 | 6. [GENDER DAN Conaar | haneunan 36 indeks 178,009,730
PEMBERDAYAAN ender PEMBERDAYAAN ender
PEREMPUAN PEREMPUAN
S Persentase Pelembaga:n E——— Persentase Pelembaga:n
Pengarusutamaan Gender P:Sga""s‘gam:s"fe“ er Pengarusutamaan Gender P:Jgams“"j‘amfs"fen er
(PUG) pada Lembaga f: ) DahaK EmiEEEE 100% 53,570,771 (PUG) pada Lembaga ; ) "'ahaK EmmlEEEE 100% 64,495,805
Pemerintah Kewenangan COSHIN L) (SRt Pemerintah Kewenangan COCHI ) (SR =10
T Kab/ Kota e T Kab/ Kota
Jumlah Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah
yang mendapat Advokasi yang mendapat Advokasi
Advokasi Kebijakan dan Kebijakan dan Pendampingan Advokasi Kebijakan dan Kebijakan dan a5
Pendampingan Pelaksanaan 35 Perangkat Pendampingan Dinsos |Pendampingan
Penyelenggaraan PUG Pengarusutamaan Gender Daerah 20,402,000 Penyelenggaraan PUG P3A |Pelaksanaan P;:‘;gat‘at 63,406,625
kewenangan Kab/Kota (PUG) termasuk Perencanaan kewenangan Kab/Kota Pengarusutamaan Gender
Pembangunan Responsif (PUG) termasuk
Gender (PPRG) Kewenangan Perencanaan Pembangunan
Jumlah Peserta Sosialisasi
Sosialisasi Kebijakan Jumlah Peserta Sosialisasi Sosialisasi Kebijakan 33
! 35 Perangkat Kebijakan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan PUG Kebijakan Penyelenggaraan Daerah 53,570,771 Penyelenggaraan PUG PUG tingkat Perangkat 64,495,805
kewenangan Kabupaten/Kota PUG tingkat Kabupaten/Kota kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Daerah
Pemberdayaan Perempuan Persentase Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Persentase Pemberdayaan
ang Politik, Hukum,Sosial Perempuan Bidang Bidang Po ,Hukum,Sosial Perempuan Bidang
dan Ekonomi pada Dinsos |Politik, Hukum,Sosial dan 1005k - dan Ekonomi pada Dinsos | Politik,Hukum,Sosial dan "
Organisasi Kemasyarakat P3A Ekonomi pada Organisasi OO SRR Organisasi Kemasyarakat P3A Ekonomi pada Organisasi R
Kewenangan Kemasyarakat Kewenangan Kewenangan Kemasyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil
Sosialisasi Peningkatan Sosialisasi Peningkatan Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di Partisipasi Perempuan di Partisipasi Perempuan di Partisipasi Perempuan di
. N - 1 Dokumen 35,703,500 N N 1 Dokumen 68,535,529
Bidang Politik, Hukum,Sosial Bidang Politik, Hukum,Sosial Bidang Politik, Hukum,Sosial Bidang Politik, Hukum,Sosial
dan Ekonomi dan Ekonomi Kewenangan dan Ekonom dan Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penguatan dan Persentase Penguatan dan Penguatan dan Persentase Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Dinsos [Penyedia Layanan 656 6D Penyedia Layanan Dinsos |Penyedia Layanan AR SR
Pemberdayaan Perempuan P3A  |Pemberdayaan Perempuan skt Pemberdayaan Perempuan P3A |Pemberdayaan Perempuan Ay

Kewenangan Kabupaten/
Kota

Kewenangan Kabupaten/
Kota

Kewenangan Kabupaten/
Kota

Kewenangan Kabupaten/
Kota

Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya lembaga Penyedia

Jumlah sumber daya lembaga
penyedia layanan

Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya lembaga Penyedia

Jumlah sumber daya
lembaga penyedia layanan

Layanan Pemberdayaan pemberdayaan perempuan 20 Lembaga 56,105,500 Layanan Pemberdayaan pemberdayaan perempuan 20 44,978,396
kewenangan kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota | Lembaga

Perempuan Kewenangan o Perempuan Kewenangan e s

Kabupaten/Kota yang mendapat p! g Kabupaten/Kota yang n pat p o
kapasitas kapasitas
Persentase Korban Persentase Korban

PROGRAM PERLINDUNGAN Kekerasan Perempuan PROGRAM PERLINDUNGAN Kekerasan Perempuan

PEREMBUAN vang 100% 61,206,000 PEREMBUAN vang 100% 95,323,638
mendapat layanan mendapat layanan

Pencegahan Kekerasan Persentase Pencegahan Pencegahan Kekerasan Persentase Pencegahan
Kekerasan terhadap Kekerasan terhadap

Terhadap Perempuan Lingkup 100% 30,603,000 Terhadap Perempuan Lingkup 100% 47,500,696

Daerah Kabupaten/Kota

Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

Daerah Kabupaten/Kota

Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 Dokumen

30,603,000

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan kronisasi
Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan
Kewenangan

1 Dokumen

47,500,696




Penyediaan Layanan Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi
Kewenangan Kabupaten/Kot

Persentase Pencegahan
Kekerasan terhadap
Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

10096

30,603,000

Penyediaan Layanan Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi
Kewenangan Kabupaten/Kot

Persentase Pencegahan
Kekerasan terhadap
Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

10096

47,822,042

Penyediaan Layanan
Pengaduan Masyarakat bagi
Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kot

Jumiah Perempuan korban
kekerasan tingkat
Kabupaten/Kota yang
mendapat layanan

per Huan

40 orang

30.603.000

Penyediaan Layanan
Pengaduan Masyarakat bagi
Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kot

Jumiah Perempuan korban
kekerasan tingkat
Kabupaten/Kota yang
mendapat layanan

per Huan

40 orang

a7.822.942

PROGRAM PENINGKATAN

Dinsos

Cakupan Layanan

PROGRAM PENINGKATAN

Dinsos

Cakupan Layanan

7. 100 % 663,065,000 | 7. 100 % 400,000,000
KUALITAS KELUARGA Konseling Keluarga KUALITAS KELUARGA P3A |Konseling Keluarga
S —— Persentase Peningkatan S ——— Persentase Peningkatan
. Kualitas Keluarga dalam Kualitas Keluarga dalam
geluargadalam Mewuiddkan | Ginsos [Mewujudkan Kesetaraan Keluarga dalam Mewuiudkan | pinsos |Mewujudkan Kesetaraan
i i
Kesetaraan Gender (<3) | OEERT | SCRGer (<) an Hak Anak WO ©63:068.000 Kesetaraan cender ¢<a) | BIIRT | donder (<) aan Hak Aanak | 100 %% 400.000.000
S IR Zaist el Gl tingkat daerah Kab/ Kota S SR RS e tingkat daerah Kab/ Kota
Kab/ Kota Kab/ Kota
Jumiah Dokumen Hasil Jumiah Dokumen Hasil
Pengembangan Kegiatan oG emb N Kegiatan Pengembangan Kegiatan Pengembangan Kegiatan
Masyarakat untuk peningkatan Maayarabat onture & 42 Laporan 663,065,000 Masyarakat untuk peningkatan Masyarakat untuk az 400,000,000
kualitas keluarga kewenangan ot o ias keluarga, kualitas keluarga kewenangan peningkatan kualitas Dokumen
Kab/ Kota 5 9 9 Kab/ Kota keluarga kewenangan
kewenangan Kabupatan/Kota Kabupatancota
PROGRAM PEMENUHAN Persentase Kelurahan PROGRAM PEMENUHAN Persentase Kelurahan
B HAK ANAK Ramah Anak 80 %o 1OS.A7LTO8 | 8B | AK ANAK Ramah Anak 80 oo S s
Pelembagaan PHA pada Persentase Pelembagaan Pelembagaan PHA pada Persentase Pelembagaan
Lembaga Pemerintah, Non binsos |PHA pada Lembaga Lembaga Pemerintah, Non Dinsos |PHA pada Lembaga
Pemerintah, dan Dunia oA |[Comcime, N e i, 100 % 67,468,208 Pemerintah, dan Dunia e |Pemerintan. Non 100 %6 44,865,296
Usaha Kewenangan Kab/ dan Dunia Us. Usaha Kewenangan Kab/ Pemerintah, dan Dunia
Kota KN ENENGanREE) Kota Kota Usaha Kewénangan Kab/
Jumiah Dokumen Hasil Jumiah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelembagaan Pemenuhan Hak Pelembagaan Pemenuhan 1 Dokumen 67.468.298 Pelembagaan Pemenuhan Hak Pelembagaan Pemenuhan 1 Dokumen aa.865.296
Anak Kewenangan kab/ Kota Hak anak Kewenangan Anak Kewenangan kab/ Kota Hak anak Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Persentase Penguatan dan Persentase Penguatan dan
Penguatan dan Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga
Pengembangan Lembaga e e Pengembangan Lembaga e e
Penyedia Layanan 2 4 . 10096 35,703,500 Penyedia Layanan 4 2 10096 37.667.596
- . Peningkatan Kualitas Hidup " gkatan Kualitas H
Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Kab/ Kota Anak Kewenangan Kab/
Anak Kewenangan Kab/ Kota Anak Kewenangan Kab/ Kota e
Jumlah Dokumen Hasil Jumiah Dofmen Flasit
Koordinasi dan Sinkronisasi ' Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi
o i o Koordinasi dan Sinkronisasi s 2, o o o P
claksanaan Peninglkatan Pelaksanaan Peningkatan 12 Dokumen 35,703,500 Slaksanaan Peninglkatan claksanaan Peningkatan 37.667,596
Kualitas Hidup Anak Tingkat oo Hiaup e Kualitas Hidup Anak Tingkat Kualitas Hidup Anak Dokumen
Daerah ° Daeranh Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota e e
Pe rse ntase Pe ngaduan Pe rse ntase Pe ngaduan
PROGRAM PERLINDUNGAN PROGRAM PERLINDUNGAN
O | e A Korban kekerasan anak 10096 51.005.000 | o. | EEC S NAK Korban kekerasan anak 1009 150,406,429
yang ditangani vang ditangani
Pencegahan Kekerasan :eLSE"tase‘Peh"c:gaha"k Pencegahan Kekerasan ze'kse“tase":eh"cdegaha”k
terhadap anak yang Dinsos SRt TR G terhadap anak yang Einso=M|Eoksuasanlsrhaciacians
i i 1009 30,603,000 i i 10096 43,035,596
melibatkan para pihak Paa  |Yana melibatkan para pihak SRR Bt ot (Pt P3A  |Yang melibatkan para pihak e
e e oy e ngkup daerah kab/kota IR ottt ety e lingkup daerah kab/kota
Penguatan kerja sama lintas Penguatan kerja sama lintas
perangkat daerah untuk perangkat daerah untuk
mewujudkan kabupaten/kota Jumlah Kegiatan pencegahan mewujudkan kabupaten/kota Jumlah Kegiatan
6 Kegiatan 30,603,000 43,035,596
layak anak, kecamatan layak KtA terpadu o . ) layak anak, kecamatan layak pencegahan KtA terpadu - 5
anak, desa/kelurahan anak, anak, desaskelurahan anak,
dan DRPPA dan DRPPA
Penyediaan Layanan bag Persentase Layanan bagi Penyediaan Layanan bag Persentase Layanan bagi
Anak yang memerlukan Anak yang memerlukan Anak yang memerlukan Anak yang memerlukan
Perlindungan Khusus yang Dinsos |Perlindungan Khusus yang Perlindungan Khusus yang binsos |Perlindungan Khusus
memerlukan Koordinasi P3A memeriukan Koordinasi WEEED AEEELETD memeriukan Koordinasi P3A yang memerlukan HETTD EEEEEEDE
tingkat daerah tingkat daerah tingkat daerah Koordinasi tingkat daerah
kabupaten/kota Kabupaten/iKota Kabupaten/kota Kabupaten/Kota
Koordinasi Pelaksanaan Dinsos |Jumlah AMPK yang Koordinasi Pelaksanaan Dinsos |Jumlah AMPK yang
20 o 15,301,500 20 o 52,368,896
Layanan AMPK P3A  |[mendapatkan layanan rang Layanan AMPK P3A  |mendapatkan layanan rang
Penguatan dan Capaian Penguatan dan Penguatan dan Capaian Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi Anak Penyedia Layanan bagi Penyedia Layanan bagi Anak Penyedia Layanan bagi
yang memerliukan Anak yang memerlukan 10096 5,100,500 yang memeriukan Anak yang memeriukan 10096 55,001,937
perlindungan khusus tingkat perlindungan khusus perlindungan khusus tingkat perlindungan khusus
daerah Kabupaten/Kota tingkat daerah daerah Kabupaten/Kota tingkat daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengembangan KIE Pengembangan KIE
(Komunikasi, Informasi dan (<omunikasi, Informasi dan
edukasi ) perlindungan khusus e e Lertindungan 1 Dokumen 5,100,500 edukasi) perlindungan khusus T e erindungan 1 Dokumen 55,001,937
anak tingkat daerah usus Anal anak tingkat daerah usus Anal
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG ) PROGRAM PENUNJANG .
10 [URUSAN PEMERINTAHAN DI AL POy B 4,936,549,650 | 10. [URUSAN PEMERINTAHAN OISR B 5.375,461,339
DAERAH KABUPATEN/KOTA asral DAERAH KABUPATEN/KOTA asral
s " Capaian Kineria
Administrasi Keuangan = Kinerja n Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan 100 %% SEESAESEED Perangkat Daerah Eenasiclas g 100 %% SEEHEEERTEE
Keuangan
Penyediaan Gaji dan Dinsos |Jumiah orang yang mene| a0 orang/ 4.335.425.000 Penyediaan Gaji dan Dinsos [Jumiah orang yan _ 40 orang/ 5.660.060,753
Tunjangan ASN P3A  |gaji dan tunjangan 14 Bulan Tunjangan ASN P3A  |menerima gaji dan tunjangan | 14 Bulan
Administrasi Umum < eria Per n Administrasi Umum Capaian Kinerja
Perangkat Daerah Administrasi Umum ERAPUE L) Perangkat Daerah Pengelolaan Administrasi T EEREES
Jumlah Paket Komponen . Jumlah Paket Komponen
Penyediaan l)omponen Dinsos [Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan lKkomponen Dinsos [Instalasi Listrik/Penerangan
Instalasi listrik/penerangan 12 Paket 4,610,816 Instalasi listrik/penerangan 12 Paket 5,921,514
P3A  [Bangunan Kantor yang P3A  |Bangunan Kantor yang
bangunan kantor A bangunan kantor " y
disediakan disediakan
" Sumiah Paket Peralatan dan Sumiah Paket Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Dinsos Penyediaan Peralatan dan Dinsos
12 Paket 39.772.259 12 Paket 91,345,485
Perlengkapan Kantor P3A | GSL§AESRPan kanter yang ke Perlengkapan Kantor P3A | GiSegAEsPan kantor yang ke
. Jumlah Paket Peralatan Jumlah Paket Peralatan
e al Peralatan R n [=3 P al Peralatan R n (=Y
enyediaan Peralatan Rumal NeS® |Ruman Tangga yang 12 Paket 6.120.600 enyediaan Peralatan Rumal INS0® |[rRuman Tangga yang 12 Paket 17.073.180
Tangga P3A > Tangga P3A
disediakan disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Dinsos [Jumlah Paket Bahan Logistik Penyediaan Bahan Logistik Dinsos [Jumlah Paket Bahan Logistik
12 Paket 7.548,74 12 Paket 215,752,040
Kantor P3A  |Kantor yang disediakan = 548,740 Kantor P3A  |Kantor yang disediakan ake S.752.0
. Jumilah Paket Barang Jumilah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan Pinsos | cetakan dan Penggandaan 12 Paket 20,402,000 Penyediaan Barang Cetakan Dinsos |cetakan dan Penggandaan 12 Paket 43,615,367
dan Penggandaan P3A " " dan Penggandaan P3A
yang disediakan yang disediakan
- \ ~ . Jumiah Laporan - \ = . Jumiah Laporan
enyelenggaraan Rapas enyelenggaraan Rapa
> . Dinsos [Penyelenggaraan Rapat > 3 . Dinsos |[Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi o | oorainan: dan Konoultass 90 Laporan 101,296,865 Koordinasi dan Konsultasi o |Ikoorainom: dan Konsultast 120 Laporan 300,793,000
SKPD D sSkPD Ay
i = 3 jia P a. i (=) < =2 a
Pengadaan Barang Milik T Pengadaan Barang Milik T il
Daerah Penunjang Urusan o 10096 36,723,600 Daerah Penunjang Urusan . 10096 290,000,000
=4 H nus s Penunjang Urusan ¢ A s Penunjang Urusan
SN Beere Pemerintah Daerah DS ST Pemerintah Daerah
Jumilah Unit Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan
Pengadaan Peralatan dan Pinsos | Mesin Lainnya yang 5 Unit 36.723.600 Pengadaan Peralatan dan Binsos [Mesin Lainnya yang 50 Unit 290,000,000
Mesin Lainnya P3A Mesin Lainnya P3A
disediakan disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang = ian Kinerja Pen: iaan Penyediaan Jasa Penunjang Capaian Kinerja Penyediaan
Urusan Pemerintahan Jasa Penunjang Urusan 10096 349,399,960 Urusan Pemerintahan Jasa Penunjang Urusan 10096 575,000,000

Daerah

Pemerintahan Daerah

Daerah

Pemerintahan Daerah




Jumlah Laporan Penyediaan

Jumlah Laporan Penyediaan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Dinsos |Jasa Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa Komunikasi, Dinsos |Jasa Komunikasi, Sumber
Sumber Daya Air dan Listrik P3A |Daya Air dan Listrik yang 12 Laporan 17,173,792 Sumber Daya Air dan Listrik P3A |Daya Air dan Listrik yang 12 Laporan 25,000,000
disediakan disediakan
) ; Jumlah Laporan Penyediaan . ) Jumlah Laporan Penyediaan

P Pel Di P Pel Di

enyediaan Jasa Pelayanan insos Jasa Pelayanan Umum 12 Laporan 332,226,168 enyediaan Jasa Pelayanan Insos Jasa Pelayanan Umum 12 Laporan 550,000,000
Umum Kantor P3A S Umum Kantor P3A S

Kantor yang disediakan Kantor yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Capaie_m Kinerja » Pemeliharaan Barang Milik Capaign Kinerja »
Daerah Penunjang Urusan gemel';hgraan Sararbg e 100% 35,249,811 Daerah Penunjang Urusan Eemel;]h;raan Barar:j; s 100% 175,000,000
p aerah Penunjang Urusan - aerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah e e BEGE Pemerintahan Daerah EEmETTiEET DEE
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Dinso Perorangan Dinas atau Pemeliharaan, Biaya Dinsos Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak P;AS kendaraan Jabatan yang 4 Unit 30,149,311 Pemeliharaan dan Pajak P3A kendaraan Jabatan yang 8 Unit 140,000,000
Kendaraan Perorangan Dinas dipelihara dan dibayarkan Kendaraan Perorangan Dinas dipelihara dan dibayarkan
atau Kendaraan Dinas Jabatan pajaknya atau Kendaraan Dinas Jabatan pajaknya
. ; . . . Jumlah Peralatan dan

P lih, Peralat D lah Peralat M . P lih, Peralat D . ) )

emeliharaan Peralatan dan insos Jum ah Peralatan Qan esin 13 Unit 5,100,500 emeliharaan Peralatan dan insos |\ cin Lainnya yang 20 Unit 20,000,000
Mesin Lainnya P3A |Lainnya yang dipelihara Mesin Lainnya P3A -

dipelihara

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan
Gedung kantor dan bangunan bangunan lainnya yang 0 - Gedung kantor dan bangunan bangunan lainnya yang 12 Unit 15,000,000

lainnya

dipelihara/direhabilitasi

lainnya

dipelihara/direhabilitasi

Jumlah ...

7,259,082,165

Jumlah.

7,756,848,470




2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan/Sub kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 sesuai dengan
penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.

10



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3. 1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Adapun Program Nasional pada Urusan Sosial dan Urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi dasar dalam

penyusunan Program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar sebagai berikut :

" s W N

. Urusan Sosial dengan program sebagai berikut :

Program Pemberdayaan Sosial

Program Rehabilitasi Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Penanganan Bencana

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan

program sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

2. Program Perlindungan Perempuan

3. Program Peningkatan kualitas keluarga

4. Program Pemenuhan Hak Anak

5. Program Perlindungan Khusus Anak

Visi dan misi Kota Pematangsiantar yang dituangkan pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 yang akan

menjadi pedoman untuk semua kegiatan pemerintahan. Visi 5 tahun

kedepan adalah “Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan

Berkualitas”

Yang dimaknai dengan :

1. Sehat : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan

rohani melalui ketagqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi
kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga
kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat
sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin
kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau

paska Pandemic Covid-19

. Sejahtera : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi

masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha,
kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk

meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta
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meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa
dan atau pasca pandemic covid-19.

. Berkualitas : Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang
maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan
pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan
yang bersih, berwibawa, responsive serta konsisten dalam melayani,
implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala
prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai sub
pusat perdagangan regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Visi tersebut diatas tentunya diarahkan kepada keberlanjutan
program  pembangunan dengan menuntaskan  program-program
pembangunan yang belum dapat dituntaskan pada periode lalu, serta
melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan
dengan merumuskan program baru yang bersifat terobosan baru dan yang
mengalami hambatan pelaksanaan pada periode lalu.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas dirumuskanlah misi
Pemerintah Kota Pematangsiantar, sebagai berikut:
. Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis,
agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan
yang berkualitas. Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan
rohani, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, dan
merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan
menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar.
Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya
mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk
bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi
yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya
sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih,
responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan coorporate
governance. Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik
kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik
secara secara digital dan langsung dengan pelayanan yang professional.
. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan
infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara
berkelanjutan. Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang
berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola

dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.
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3. 2 Tujuan dan Sasaran Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota
Pematangsiantar sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai pada
satu tahun mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas
pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 adalah Kemandirian Sosial Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan peningkatan kualitas hidup
perempuan dan anak. Dan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, maka
disusunlah beberapa sasaran.

Tujuan sasaran strategis dan indikator yang ditetapkan oleh Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam dokumen Rencana

Strategis tahun 2022-2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indikator
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Tujuan
1. Kemandirian Persentase 1.1 Keberfungsian 1.1 Persentase
Sosial Pemerlu PPKS yang Sosial Pemerlu Penyandang Disabilitas
Pelayanan dibantu Pelayanan terlantar,anak
Kesejahteraan kebutuhan Kesejahteraan terlantar,lanjut usia
Sosial (PPKS) dasarnya Sosial (PPKS) terlantar serta
gelandangan pengemis
yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di
luar panti
1.2 Persentase korban
bencana alam dan
sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
pada saat tanggap
darurat bencana
1.2.Kualitas Data Persentase Verifikasi
Terpadu dan validasi data calon
Kesejahteraan Sosial | penerima bantuan
(DTKS) sosial
2. Meningkatnya Indeks 2.Meningkatnya Persentase Anggaran
kualitas hidup pembangunan keadilan dan Responsif Gender (ARG)
perempuan dan Gender kesetaraan gender pada belanja langsung
anak serta peran APBD
perempuan dalam
pembangunan
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3. Pendampingan Persentase korban
kasus kekerasan kekerasan perempuan
terhadap yang mendapat layanan
perempuan

1.Pendampingan Persentase korban

kasus kekerasan kekerasan anak yang
terhadap anak mendapat layanan
2.Meningkatnya Nilai Akuntabilitas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Kinerja Perangkat Pemerintah (AKIP)
Daerah Perangkat Daerah
3.Meningkatnya Indeks Kepuasan
kualitas pelayanan Masyarakat
publik
Jumlah Inovasi
Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpalan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu. Sementara kegiatan adalah tindakan dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan
kebijakan dengan program yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber
daya yang ada untuk mencapai sasran dan tujuan tertentu.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan
instansi pula diidentifikasi keterkaitan antara kebijakan dengan program dan
kegiatan sebelum diimplementasikan. Sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalan Rencana Strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam
Rencana Kerja.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar adalah menyusun
pelaksanaan program pembangunan bidang sosial, pemberdayaan perempuan
serta perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melakukan
tugas yang dimaksud maka penting kiranya menetapkan rumusan rencana
program dan kegiatan tahun anggaran tahun 2025 serta perkiraan maju tahun
anggaran 2026 yang pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar dapat dilihat pada Tabel T-C.33
berikut:
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KOTA PEMATANGSIANTAR

TABEL T-C.33

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN/BIDANG

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2026

KODE .
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Cgap:gi(:n Kebutuhan Dana/Pagu | Sumbe| Catatan Cgaggi(:n Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kinerja Indikatif (Rp) r Dana | Penting Kinerja Indikatif (Rp)
2 3 4 5 6 9 10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9,457,043,893 9,457,043,893
06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 8,816,306,638 8,816,306,638
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
06| 01 PEMERINTAHAN DAERAH Nilai AKIP Perangkat Daerah 6,119,500,924 6,119,500,924
KABUPATEN/KOTA
06 lo1 202 Administrasi Keuangan Perangkat Capglgn Klngrja Pengelolaan 3,800,075.475 3,800,075.475
Daerah Administrasi Keuangan
06|01 202 |0001 |Penyediaan Gajidan TunjanganAsn  [Jumiah orangyang menerimagaji | Dinsos | 40 Orangf 3,800,075,475| DAU 40 Orang/ 3,800,075,475
dan tunjangan P3A 14 Bulan 14 Bulan
06| o1 | 203 Administrasi Umum Perangkat Daerah | 292130 Kineria Pengelolaan 755,861,054 755,861,054
Administrasi Umum
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Dinsos
06| o1 | 2.06 | ooo1 |- P Listrik/Penerangan Bangunan 12 Paket 5,921,514 DAU 12 Paket 5,921,514
listrik/penerangan bangunan kantor S P3A
Kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Dinsos
06| 01 | 2.06 | 0002 Y gkap Perlengkapan Kantor yang 12 Paket 81,934,366] DAU 12 Paket 81,934,366
Kantor o P3A
disediakan
06| 01 | 2.06 [ 0003 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Eeral_atan Rumah Dinsos 12 Paket 86,819,117| DAU 12 Paket 86,819,117
Tangga yang disediakan P3A
06| 01 | 2.06 | 0004 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Dinsos 12 Paket 189,765,640 | DAU 12 Paket 189,765,640
Kantor yang disediakan P3A




URUSAN/BIDANG

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2026

KODE .
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi C-I:’;)rgi?n Kebutuhan Dana/Pagu | Sumbe | Catatan CZ?gi(Ztn Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kinerja Indikatif (Rp) r Dana | Penting Kinerja Indikatif (Rp)
2 3 4 5 6 9 10
06| o1 | 206 | 0oos Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang'Cete'lkan dan Dinsos 12 Paket 34,631,417 | DAU 12 Paket 34,631,417
Penggandaan Penggandaan yang disediakan P3A
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dinsos
06| 01 | 2.06 | 0009 ye'endg P Rapat Koordinasi dan Konsultasi 120 Laporan 356,789,000 | DAU 120 Laporan 356,789,000
Konsultasi SKPD SKPD P3A
. Capaian Kinerja Pengadaan
06| o1 | 207 LR T SRET Barang Milik Daerah Penunjang 728,128,085 728,128,085
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .
Urusan Pemerintah Daerah
06| 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya|?umIah Unit Peralatan dan Mesin Dinsos 50 Unit 728,128,085 | DAU 50 Unit 728,128,085
Lainnya yang disediakan P3A
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Capaian Kinerja Penyediaan Jasa
06| 01 | 2.08 y . jang Penunjang Urusan Pemerintahan 600,310,500 600,310,500
Pemerintahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Dinsos
06| 01 | 2.08 | 0002 yed o ' Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 51,695,500 | DAU 12 Laporan 51,695,500
Daya Air dan Listrik L L P3A
Listrik yang disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Dinsos
06| o1 | 2.08 | ooos | Y Y Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 548,615,000 [ DAU 12 Laporan 548,615,000
Kantor o P3A
disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan
06| 01 | 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Barang Milik Daerah Penunjang 235,125,810 235,125,810
Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau kendaraan Jabatan Dinsos . .
06 01 f 209 0001 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas |yang dipelihara dan dibayarkan P3A 8 Unit 177,805,810 DAU 8 Unit 177,805,810

Jabatan

pajaknya




URUSAN/BIDANG

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun

KODE .
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi C-I:’;rgi?n Kebutuhan Dana/Pagu | Sumbe | Catatan CZ?gi(Ztn Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kinerja Indikatif (Rp) r Dana | Penting Kinerja Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 9 10
o6l o1 | 209! ooos Pgmellharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatgn Qan Mesin Dinsos 20 Unit 26,840,000 | DAU 20 Unit 26,840,000
Lainnya Lainnya yang dipelihara P3A
. I Jumlah Gedung Kantor dan .
06| 01 | 2.0 ooog |Pemelinaraan/ Rehabilitasi Gedung bangunan lainnya yang Dinsos 12 Unit 30,480,000 | DAU 12 Unit 30,480,000
kantor dan bangunan lainnya M - I P3A
dipelihara/direhabilitasi
Persentase PSKS (Potensi
06 |02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |Sumber Kesejahteraan 198,605,671 198,605,671
Sosial) yang aktif
Pengembangan Potensi Sumber Persentase Pengembangan
06 |02 2.03 Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Potensi Sumber Kesejahteraan 198,605,671 198,605,671
Kota Sosial Daerah Kab/ Kota
peningietan Kemampuan Potensi LR8O TERERE L | binsos
06 |02 2.03 |0001 |Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan 'ng p ! 36 Orang 80,971,000 | DAU 36 Orang 80,971,000
Sosial masyarakat Kewenangan P3A
Kab/ Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Tenaga Kesejahteraan
Peningkatan Kemampuan Potensi Sosial Kecamatan Kewenangan Dinsos
06 |02 2.03 |0002 [Tenaga Kesejahteraan Sosial Kab/ Kota yang meningkat P3A 239 Orang 117,634,671 | DAU 239 Orang 117,634,671
Kecamatan Kewenangan Kab/ Kota kapasitasnya kewenangan
Kabupaten/Kota
06 |04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL gsrssi':lmase Capaian Rehabilitasi 531,636,361 531,636,361
Persentase penanganan
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang |Rehabilitasi Sosial Dasar
06 l0a 501 Dlsapllltas Terlantar, Anak Terlantar, |[Penyandang Disabilitas . 531,636,361 531,636,361
Lansia Terlantar,serta gelandangan [Terlantar, Anak Terlantar, Lansia
pengemis di luar panti Sosial Terlantar,serta gelandangan
pengemis di luar panti Sosial




URUSAN/BIDANG

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2026

Indikator Kinerja
KODE Program/Kegiatan Target Target
Urusan Pemerintahan Daerah dan 9 9 Lokasi Capgian Kebutuhan Dana/Pagu | Sumbe | Catatan Capgian Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kinerja Indikatif (Rp) r Dana | Penting Kinerja Indikatif (Rp)
2 3 4 5 6 9 10
Jumlah Orang yang mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Dinsos
06| 04 | 2.01 |0001 |Penyediaan Permakanan Permakanan sesuai dengan P3A 610 Orang 279,602,590 | DAU 610 Orang 279,602,590
standar gizi minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang menerima
. Pakaian dan kelengkapan lainnya Dinsos
06| 04 | 2.01 [0002 |Penyediaan Sandang yang tersedia dalam 1 Tahun P3A 610 Orang 96,342,480 | DAU 610 Orang 96,342,480
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang mendapatkan
06| 04 | 201 0003 |Penyediaan Alat Bantu Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga | DInsos | 5 (o0 66,650,359 | DAU 50 Orang 66,650,359
sesuai kebutuhan Kewenangan P3A
Kabupaten/Kota
. e Jumlah Orang yang mendapatkan .
06| 04 | 2.01 [0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi pelayanan Reunifikasi Keluarga Dinsos 15 Orang 1,800,000 | DAU 15 Orang 1,800,000
Keluarga P3A
Kewenangan Kabupaten/Kota
. S . Jumlah peserta bimbingan .
06|04 | 201 |oops |PemberianBimbingan Fisik, Mental, {0 oo spritual dan sosial Dinsos | 616 orang 50,632,045 | DAU 610 Orang 50,632,045
Spiritual dan Sosial P3A
kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Peserta Bimbingan Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada kepada keluarga Penyandang
Keluarga Penyandang Disabilitas Disabilitas Terlantar,Anak Dinsos
06 |04 2.01 |0006 |Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar,Lanjut Usia Terlantar P3A 610 Orang 13,200,000 | DAU 610 Orang 13,200,000
Terlantar, Serta Gelandangan, serta Gelandangan Pengemis dan
Pengemis, dan Masyarakat Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota




URUSAN/BIDANG

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2026

Indikator Kinerja
KODE Program/Kegiatan Target Target
Urusan Pemerintahan Daerah dan 9 9 Lokasi Capgian Kebutuhan Dana/Pagu | Sumbe | Catatan Capgian Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kinerja Indikatif (Rp) r Dana | Penting Kinerja Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 9 10
Jumlah Orang yang terpenuhi
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk I}((iblgﬁgjguﬁ)g:b':i::an?;?‘i;:dUK Dinsos
06 |04 2.01 |0007 |Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat penat ' L 10 Orang 1,125,000 | DAU 10 Orang 1,125,000
. . Surat Nikah dan Kartu Identitas P3A
Nikah dan Kartu ldentitas Anak . L
Anak bagi Penyandang Disabilitas
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang mendapatkan
Pemberian Akses ke Layanan Akses ke Layanan Pendidikan dan Dinsos
06104 2,01 0008 Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kesehatan Dasar Kewenangan P3A 25 Orang 7,875,000 | DAV 25 Orang 7,875,000
Kabupaten/Kota
. Jumlah Orang yang mendapatkan .
06 |04 2.01 |0009 Pemberian Layanan Data dan Layanan Data dan Pengaduan Dinsos 50 Orang 6,068,887 | DAU 50 Orang 6,068,887
Pengaduan P3A
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberian Layanan Penelusuran Jumlah Orang yang mendapatkan Dinsos
06 |04 2.01 0011 Y Pelayanan Penelusuran keluarga 50 Orang 1,200,000 | DAU 50 Orang 1,200,000
Keluarga P3A
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang mendapatkan Dinsos
06 |04 2.01 |0012 |Pemberian Layanan Rujukan Layanan Rujukan Kewenangan P3A 15 Orang 7,140,000 | DAU 15 Orang 7,140,000
Kabupaten/Kota
Persentase Verifikasi dan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN . :
06 |05 JAMINAN SOSIAL Validasi Data.Cakupan Penerima 1,792,337,051 1,792,337,051
Bantuan Sosial
penaelolaan data fakir miskin Persentase Capaian Pengelolaan
06 |05 2.02 g data fakir miskin cakupan daerah 1,792,337,051 1,792,337,051
cakupan daerah Kab/ Kota Kab/ Kota




URUSAN/BIDANG

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2026

KODE .
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi C-I:’;)rgi?n Kebutuhan Dana/Pagu | Sumbe | Catatan CZ?gi(Ztn Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kinerja Indikatif (Rp) r Dana | Penting Kinerja Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 9 10
s Jumlah Fakir Miskin Cakupan .
06|05 202 |oop1 |PendataanFakirMiskin CakupanDaerah | o o kapupaten/Kota yang DInsos | g 824 Orang 113,672,938 | DAU 84.824 113,672,938
Kab/ Kota . P3A Orang
didata
Terpenuhinya Keluarga Penerima
S . . Manfaat (KPM) yang mendapatkan .
06 |05 2.02 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan bantuan sosial kesejahteraan Dinsos 700 Keluarga 1,678,664,113 | DAU 700 1,678,664,113
Keluarga P3A Keluarga
keluarga kewenangan
Kabupaten/Kota
Persentase Korban Bencana
06 |06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA |yang menerima Bantuan Sosial 140,736,631 140,736,631
selama masa tanggap darurat
Perlindungan Sosial Korban Bencana Persentase Perlindungan Sosial
06 |06 2.01 9 . Korban Bencana Alam dan Sosial 140,736,631 140,736,631
Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang mendapatkan
06|06 |2.01 [0001 |Penyediaan Makanan Permakanan 3x1 Haridalam Masa | - DINSOs | 155 g5 79,273,890 | DAU 120 Orang 79,273,890
Tanggap Darurat (Pengungsian) P3A
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang mendapatkan
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
0606 [201 [0002 |Penyediaan Sandang yang tersedia pada MasaTanggap | DInsos | 55 o0 26,092,755 | DAU 30 Orang 26,092,755
Darurat (Pengungsian) dan Pasca P3A
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota




URUSAN/BIDANG

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2026

KODE .
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi C-I:’;)rgi?n Kebutuhan Dana/Pagu | Sumbe | Catatan CZ?gi(Ztn Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kinerja Indikatif (Rp) r Dana | Penting Kinerja Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 9 10
06 |06 201 0003 Penyedlaan Tempat Penampungan Jumlah Tenmpat Pengungsian Dinsos 1 Unit 26,850,506 | DAU 1 Unit 26,850,506
Pengungsi Kewenangan Kabupaten/Kota P3A
Jumlah Orang yang mendapatkan
06 |06 201 |oooa Penanganan Khusus bagi Kelompok Penanganan Khusus bagi Dinsos 10 Orang 2269480 | DAU 10 Orang 2.269 480
Rentan Kelompok Rentan Kewenangan P3A
Kabupaten/Kota
Jumlah Korban Bencana yang
06 |06 2.01 |0005 [|Pelayanan Dukungan Psikososial me_ndapgtkan Layanan Dukungan Dinsos 20 Orang 6,250,000 | DAU 20 Orang 6,250,000
Psikososial Kewenangan P3A
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Pemberdayaan Persentase Penyelenggaraan
Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Terhadap
06 |06 2.02 Kesiapsiagaan Bencana Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 100% 148,352,941 100% 148,352,941
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sosialisasi dan Jumlah Orang yang melaksanakan
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana |Koordinasi,Sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Dinsos
06 (06 [2.02 |0002 Kewenangan Kabupaten,/Kota P3A 27 orang 148,352,941 27 orang 148,352,941
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN Persentase Pemeliharaan Taman
06 107 MAKAM PAHLAWAN Makam Pahlawan Nasional 33,490,000 33,490,000
pemeliharaan Taman Makam Persentase Pemeliharaan Taman
06 |07 201 . Makam Pahlawan Nasional 33,490,000 33,490,000
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Makam yang terpenuhi
06 201 looo2 Pemellharaan Taman Makam Pahlawan |pemeliharaannya pada_Taman Dinsos 876 Makam 33,490,000 | DAU 876 Makam 33,490,000
Nasional Kabupaten/Kota Makam Pahlawan Nasional P3A
Kabupaten/Kota




URUSAN/BIDANG

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun

KODE .
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi C-I:’;)rgi?n Kebutuhan Dana/Pagu | Sumbe | Catatan CZ?gi(Ztn Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kinerja Indikatif (Rp) r Dana | Penting Kinerja Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 9 10
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 640,737,255 640,737,255
2|08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 640,737,255 640,737,255
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN Indeks Pembanaunan
2| 08 |02 GENDER DAN PEMBERDAYAAN Gender 9 137,268,782 137,268,782
PEREMPUAN
Persentase Pelembagaan
Pelembagaan Pengarusutamaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
2| 08 |02 2.01 Gender (PUG) pada Lembaga 9 . 47,706,669 47,706,669
. pada Lembaga Pemerintah
Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota
Kewenangan Kab/ Kota
Advokasi Kebijakan dan Jumlah Perangkat Daerah yang
Pendampingan Penyelenggaraan mendapat Advokasi Kebijakan
PUG kewenangan Kab/Kota dan Pendampingan
pelaksanaan Pengarusutamaan )
Gender (PUG) termasuk Dg‘;i’s 35 OPD 45,155,565 35 OPD 45,155,565
Perencanaan Pembangunan
Responsif Gender (PPRG)
Kewenangan Kab/Kota
A - Jumlah Peserta Sosialisasi . 33
2l 0802|201 |ooos |SesialisasiKebijakan Penyelenggaraan o\ o penyelenggaraanpug | PNSOs | 33 Perangkat 47,706,669 | DAU Perangkat 47,706,669
PUG kewenangan Kabupaten/Kota . P3A Daerah
tingkat Kabupaten/Kota Daerah




URUSAN/BIDANG

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2026

KODE .
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi C-I:’;)rgi?n Kebutuhan Dana/Pagu | Sumbe | Catatan CZ?gi(Ztn Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kinerja Indikatif (Rp) r Dana | Penting Kinerja Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 9 10
Persentase Pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan Bidang Perempuan Bidang
08 |02 202 Polltlk,Huku.m,S.osmI dan Ekonomi Polltlk,H_ukum,SOSIaI Qan . 50,934,369 50,934,369
pada Organisasi Kemasyarakat Ekonomi pada Organisasi
Kewenangan Kabupaten/Kota Kemasyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Dinsos
08 |02 2.02 |0001 [Perempuan di Bidang di Bidang Politik, Hukum,Sosial dan 1 Dokumen 50,934,369 | DAU 1 Dokumen 50,934,369
L . . : P3A
Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Persentase Penguatan dan
Lembaga Penyedia Layanan Pengembangan Lembaga
08 |02 2.03 9 y Y Penyedia Layanan Pemberdayaan 38,627,744 38,627,744
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/ Kota Perempuan Kewenangan
Kabupaten/ Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah_sumber daya lembaga
lembaga Penvedia Lavanan penyedia layanan pemberdayaan
08 |02 2.03 |0002 9 Y Y perempuan kewenangan Dinsos P3A] 20 Orang 38,627,744 | DAU 20 Orang 38,627,744
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
kabupaten/kota yang mendapat
Kabupaten/Kota . .
peningkatan kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS |Cakupan Layanan Konseling
08 |04 KELUARGA T 200,000,000 200,000,000




URUSAN/BIDANG

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2026

KODE .
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi C-I:’;)rgi?n Kebutuhan Dana/Pagu | Sumbe | Catatan CZ?gi(Ztn Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kinerja Indikatif (Rp) r Dana | Penting Kinerja Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 9 10
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Persentase Penlngkate_m Kualitas
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Keluarga dalam Mewujudkan
08 |04 02.01 y . Kesetaraan Gender (KG) dan 200,000,000 200,000,000
dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ .
Hak Anak tingkat daerah Kab/
Kota
Kota
Jumlah Dokumen Hasil
Pengembangan Kegiatan Masyarakat Pengembangan Kegiatan Dinsos
08 |04 02.01 {0003 |untuk peningkatan kualitas keluarga Masyarakat untuk peningkatan P3A 42 Dokumen 200,000,000 | DAU 42 Dokumen 200,000,000
kewenangan Kab/ Kota kualitas keluarga kewenangan
Kabupatan/Kota
08 |06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK Zﬁ:’ke"tase Kelurahan Raman 199,151,769 199,151,769
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pz&zeli];?nst?ap“:S:rzae?ii?;hpzﬁn
08 |06 02.01 Pemerintah, Non Pemerintah, dan P : 9 : ' 72,323,263 72,323,263
: Pemerintah, dan Dunia Usaha
Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota
Kewenangan Kab/ Kota
L . o Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Dinsos
08 |06 02.01 [0002 |Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak 9 1 Dokumen 72,323,263 | DAU 1 Dokumen 72,323,263
Pemenuhan Hak anak Kewenangan P3A
Kewenangan kab/ Kota
Kabupaten/Kota
V) (e (e Persentase Penguatan dan
Lembaga Penyedia Layanan Pengembangan Lembaga
08 |06 2.02 . 9 y . y_ Penyedia Layanan Peningkatan 126,828,506 126,828,506
Peningkatan Kualitas Hidup Anak . .
Kewenangan Kab/ Kota DEIES ] TS
9 Kewenangan Kab/ Kota




URUSAN/BIDANG

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2026

KODE .
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi C-I:’;)rgi?n Kebutuhan Dana/Pagu | Sumbe | Catatan CZ?gi(Ztn Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kinerja Indikatif (Rp) r Dana | Penting Kinerja Indikatif (Rp)
2 3 4 5 6 9 10
08 |06 02.02 [0001 |Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ _y 9 50 Orang 56,350,424 | DAU 50 Orang 56,350,424
Hidup Anak Kewenangan P3A
Kota
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Pelaksanaan pendampingan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Dinsos
08 106 02.02 10002 Peningkatan Kualitas Hidup Anak Peningkatan Kualitas Hidup Anak P3A 12 Dokumen 70.478,082 | DAU 12 Dokumen 70,478,082
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
08 lo7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS |Persentase Pengaduan _Korban_ 104,316,704 104,316,704
ANAK kekerasan anak yang ditangani
Pencegahan Kekerasan terhadap anak Eifeerg;fnet(z)ﬁ\n;desazsgk an
08 |07 |201 yang melibatkan para pihak lingkup \ AP anakyang 50,000,000 50,000,000
melibatkan para pihak lingkup
daerah kab/kota
daerah kab/kota
Penguatan kerja sama lintas perangkat
daerah untuk mewujudkan Jumlah Kegiatan pencegahan KtA Dinsos
08 |07 2.01 |0003 |kabupaten/kotalayak anak, kecamatan 9 P 9 6 kegiatan 50,000,000 | DAU 6 kegiatan 50,000,000
terpadu P3A
layak anak, desa/kelurahan anak, dan
DRPPA
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Persentase Layanan bggl Anak
memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Perlindungan Dinsos
08 |07 2.02 9 S Khusus yang memerlukan 100% 24,316,704 100% 24,316,704
yang memerlukan Koordinasi tingkat P3A

daerah kabupaten/kota

Koordinasi tingkat daerah
Kabupaten/Kota




URUSAN/BIDANG

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2026

Indikator Kinerja
KODE Program/Kegiatan Target Target
Urusan Pemerintahan Daerah dan 9 9 Lokasi Capgian Kebutuhan Dana/Pagu | Sumbe | Catatan Capgian Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kinerja Indikatif (Rp) r Dana | Penting Kinerja Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 9 10
08 |07 2.02 |0007 |Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK i];/n;:}zf;]AMPKyang mendapatkan Dgl’;‘)s 200 layanan 24,316,704 | DAU 200 layanan 24,316,704
Penguatan dan Pengembangan (CLIgEIE FCTEEG oT
. . Pengembangan Lembaga
Lembaga Penyedia Layanan bagi Penyedia Layanan bagi Anak Dinsos
08 |07 |203 Anak yang memerlukan perlindungan y Y 9 100% 30,000,000 100% 30,000,000
. yang memerlukan perlindungan P3A
khusus tingkat daerah :
Kabupaten/Kota khusus tingkat daerah
P Kabupaten/Kota
Pengembangan KIE (Komunikasi,
08 o7 201 o007 Informasi dan gduka5| ) perlindungan Jumlah KIE Perlindungan Khusus Dinsos 1 Dokumen 30,000,000 | DAU 1 Dokumen 30,000,000
khusus anak tingkat daerah Anak P3A
Kabupaten/Kota




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun rencana dan pelaksanaan
program/kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah dalam
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah. Untuk
melaksanakan tugas yang dimaksud maka Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar menetapkan

rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikator berikut ini :

No Program/Kegiatan Pagu Indikatif (Rp)

1. Program Pemberdayaan Sosial 220.000.000
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 220.000.000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan 85.000.000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 135.000.000
Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Program Rehabilitasi Sosial 1.184.020.496
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 1.184.020.496
terlantar, lanjut usia terlantar, serta Gelandangan pengemis di luar
panti sosial di luar panti
Penyediaan pemakaman 702.715.496
Penyediaan Sandang 250.000.000,
Penyediaan Alat Bantu 100.000.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 1.800.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 101.000.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas 8.800.000
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat RN
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat
Nikah, dan Kartu Identitas 1.125.000
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 9.000.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 6.000.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 1.200.000
Pemberian Layanan Rujukan 2.380.000

3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.045.406.830
Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota 1.045.406.830
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ Kota 150.000.000
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Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

895.406.830

PROGRAM PENANGANAN BENCANA 240.000.000
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 190.000.000
Penyediaan Makanan 110.000.000
Penyediaan Sandang 50.000.000
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 10.000.000
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 13.000.000
Pelayanan Dukungan Psikososial 7.000.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhada
yelensg Y y P 50.000.000

Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 50.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 32.726.250
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 32.726.250
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 32.726.250
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN 235.441.515
Pelempagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga 140.000.000
Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG

70.000.000
kewenangan Kab/Kota
Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota 70.000.000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi 45307773
pada Organisasi Kemasyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota T
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang
Politik, Hukum,Sosial dan EkonomiSosialisasi Peningkatan Partisipasi 45.307.773
Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 50 133.742
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota B
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan 50 133.742
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota R
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 105.000.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah

70.000.000
Kabupaten/Kot
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup 70.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban 35.000.000

Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan
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Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan

35.000.000
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 350.000.000
Peningk Kualitas Kel lam M judkan K
eningkatan Kua |ta§ eluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender 350.000.000
(KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota
P b Kegiatan M kat untuk peningkatan kualitas kel
engembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga 350.000.000
kewenangan Kab/ Kota
9.
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 183.151.769
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan
. 56.323.263
Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota
K inasi inkronisasi Pel P han Hak Anak
oordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Ana 56.323.263
Kewenangan kab/ Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 126.828.506
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota T
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ 56.350 424
Kota
K_oordlnaS| dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 70 478.082
Tingkat Daerah
10. | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 165.000.000
E’encegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak 50.000.000
lingkup daerah kab/kota
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan
kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan anak, 50.000.000
dan DRPPA
Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan 55.000.000
Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota ’ '
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK 55.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak 60.000.000
yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota U
P b KIE (K ikasi, Inf id dukasi lind
engembangan (Komunikasi, Informasi dan edukasi ) perlindungan 60.000.000

khusus anak tingkat daerah Kabupaten/Kota

Jumlah

9.580.793.668
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PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2025 disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam
proses penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2025 mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta
Renstra.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun pada Renja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pematangsiantar Tahun 2025 ini sudah mempertimbangkan visi dan
misi Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang dalam RPJMD Tahun
2022 - 2027 serta isu - isu strategis bidang sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.

Dengan dibuatnya Rencana Kerja Tahun 2025, diharapkan Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025
lebih terarah, karena sudah disusun arah yang menjadi acuan, dengan
demikian diharapkan lebih tepat guna dan tepat sasaran baik dalam hal
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dalam hal pembiayaan maupun

pencapaian target kinerja serta serapan anggaran.
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